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ABSTRAK
Kebutuhan berinteraksi di masyarakat menimbulkan tuntutan untuk selalu berpergian dan melakukan perpindahan. Dalam menjawab tuntutan mobilitas tersebut maka diperlukan kendaraan sebagai alat atau sarana sebagai pendukung mobilitas tersebut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan penagihan pajak kendaraan bermotor dengan surat paksa oleh juru sita pajak kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan bentuk perlindungan hukum kepada wajib pajak yang disita kendaraan bermotornya akibat menunggak pembayaran pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa surat paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada Pengadilan pajak. Hasil evaluasi dalam penulisan ini menunjukan bahwa prosedur penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak prosedurnya sudah sesuai dengan Peraturan.
Kata Kunci: Upaya Hukum, Prosedur Penagihan Pajak, Wajib Pajak

ABSTRACT

The need to interact in society raises demands to always travel and move. In responding to the demands of mobility, a vehicle is needed as a tool or means to support this mobility. The purpose of this study is to examine and analyze the authority to collect motor vehicle taxes with a forced letter by the tax bailiff to taxpayers who are in arrears in tax payments according to Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection by Forced Letters and forms of legal protection to taxpayers who motorized vehicle confiscated due to arrears in tax payments. The type of research used in this research is normative research. Normative juridical research discusses doctrines or principles in legal science. The tax collection procedure with a forced letter can be carried out if the tax guarantor has been collected immediately and at once, or the tax guarantor does not meet the provisions as stated in the decision on approval of installments or postponement of tax payments. The Law on Tax Collection with Forced Letters states that a forced letter cannot be challenged, if there are parties who think they have been harmed because they are not in accordance with the applicable legal provisions, they can be challenged by filing a lawsuit that is shown to the Tax Court. The results of the evaluation in this paper indicate that the tax collection procedure carried out by the tax bailiff is in accordance with the regulations.
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PENDAHULUAN 
     Kebutuhan berinteraksi di masyarakat menimbulkan tuntutan untuk selalu berpergian dan melakukan perpindahan. Dalam menjawab tuntutan mobilitas tersebut maka diperlukan kendaraan sebagai alat atau sarana sebagai pendukung mobilitas tersebut. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) dijelaskan bahwa “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.” Sementara pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UULLAJ dijelaskan adalah “setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.”

     Ketentuan mengenai kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor mengacu pada UULLAJ dikarenakan menurut Pasal 1 UULLAJ menjelaskan bahwa :

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.”
     Dalam menggunakan kendaraan bermotor, sebelumnya pemilik kendaraan diwajibkan melakukan registrasi dan pembayaran pajak. Pembayaran pajak bermotor sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut dengan UU Pajak) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan UU Pajak. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menentukan orang-orang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaan adalah sumber daya kepada pemerintah (R.Santoso:1995). 

     Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu cara peningkatan pendapatan asli daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada anggota masyarakat wajib pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Pajak, definisi Pajak Daerah adalah :

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
    Didalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah Tingkat I yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Pasal 4 UU Pajak mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan definisi lain kendaraan bermotor adalah  “Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan.”

      Berdasarkan ketentuan diatas, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga mencakup kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan, dan sarana olaharaga dan rekreasi. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pembayaran oleh wajib pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilakukan pada kantor cabang kas daerah di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), dimana pada umumnya kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) tersebar di setiap kota atau kabupaten. 

     Pajak kendaraan bermotor terutang harus dilunasi atau dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. Terhadap keterlambatan melakukan pembayaran pajak yang telah habis, maka dikenakan sanksi denda administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi yang dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Mengenai perhitungan denda sendiri dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (3) UU Pajak yakni “Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.”  Selanjutnya terhadap pajak yang tidak bayar akan diterbitkan surat paksa untuk melakukan penagihan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang berbunyi :

“Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.”

     Terdapat contoh kasus kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Kepala Samsat Kota Aceh yang menjelaskan bahwa kendaraan yang memiliki tunggakan pajak terhutang di atas 3 (tiga) tahun akan dilakukan penyitaan terhadap kendaraan tersebut.  Hal tersebut didukung dengan dilantiknya juru sita pajak oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang ditugaskan untuk menyita kendaraan yang memiliki tunggakan pajak diatas 3 tahun. Sebelum melakukan penyitaan kendaraan, terlebih dahulu petugas Samsat akan mengirim teguran sebanyak 3 kali. Apabila pemilik kendaraan yang menunggak pajak diatas 3 (tiga) tahun tidak mengindahkan, maka juru sita akan mencari tahu objek Pajak Kendaraan bermotor dan melakukan penyitaan terhadap kendaraan tersebut.  Setelah melakukan penyitaan, maka juru sita akan memberikan kembali surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan pelunasan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor tersebut. Namun, jika masih mengabaikan surat peringatan tersebut maka juru sita bersama pihak Pebendaharaan Negara dan instansi terkait akan melaksanakan pelelangan dan hasil pelelangan digunakan untuk pelunasan pajak kendaraan yang tidak dibayarkan.

    Kewenangan juru sita pajak kepada wajib pajak tersebut bertentangan dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi daerah karena dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mengenai keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi berupa denda administratif, bunga dan penambahan nilai pajak. Selain itu, terhadap pajak kendaraan yang tidak terbayarkan akan dikirimkan surat paksa kepada pemilik objek tersebut. Pasal 12 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan “Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dikemukakan bahwa Penagihan Pajak adalah:

“Serangkaian tindakan Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.”

    Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak dan Surat Paksa yang asli diserahkan disimpan di kantor pejabat.

    Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa juga menjelaskan mengenai perihal penyitaan dalam Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa “Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.” Hal tersebut berlaku terhadap pajak kendaraan bermotor karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa juga menjelaskan definisi pajak adalah “semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.”

    Berdasarkan hal tersebut terdapat ketidaksesuaian norma hukum terkait kejelasan kewenangan juru sita pajak mengenai pengenaan sanksi berupa penyitaan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak apakah melampaui ketentuan undang-undang yang berlaku atau tidaknya. Dibutuhkan analisis mengenai legalitas kebijakan hukum yang mengatur penyitaan kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak lebih dari 3 (tiga) tahun. Atas permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Kepada Wajib Pajak Yang Menunggak Pembayaran Pajak. 
   Berdasarkan latar belakang diatas terdapat dua rumusan masalah yang harus dikaji dan dianalisis terkait dengan :
1) Bagaimana pengaturan secara hukum terkait kewenangan penagihan pajak kendaraan bermotor dengan surat paksa oleh juru sita pajak kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?
2) Bagaimana bentuk upaya hukum kepada wajib pajak yang disita kendaraan bermotornya akibat menunggak pembayaran pajak?

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan penagihan pajak kendaraan bermotor dengan surat paksa oleh juru sita pajak kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan bentuk perlindungan hukum kepada wajib pajak yang disita kendaraan bermotornya akibat menunggak pembayaran pajak.
Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan  ini adalah kajian teoritik mengenai hukum pajak, definisi pajak, sistem pemungutan pajak, asas-asas pemungutan pajak, utang dan penagihan pajak, tata cara penagihan pajak, pajak kendaraan bermotor dan SAMSAT sengketa pajak dan penyelesaian hukumnya (upaya hukumnya).
METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan menganalisis secara hukum mengenai kewenangan penagihan pajak kendaraan bermotor  dengan surat paksa oleh juru sita pajak kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan bentuk perlindungan hukum kepada wajib pajak yang disita kendaraan bermotornya akibat menunggak pembayaran pajak.

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan tersier. 

     Teknik pengumpulan bahan hukum begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai isu tersebut. Apabila peneliti menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), maka peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. 
      Teknik pengolahan bahan hukum Pengolahan bahan hukum dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji. 

      Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran terhadap masalah hukum yang sedang diteliti. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau gambaran mengenai permasalahan yang dikaji.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan Jurusita dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Pejabat tersebut juga mempunyai kewenangan untuk sebagai berikut, Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Suray Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman dan Pembatalan Lelang, Surat Lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Jurusita Pajak melaksanakan tugasnya merupakan pelaksanaan eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh sebab itu, untuk dapat diangkat sebagai Jurusita Pajak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya pendidikan serendah-rendahnya adalah lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jurusita Pajak.

Selain itu, Jurusita Pajak bertugas antara lain yaitu, melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, Melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain. Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat.

Akan tetapi, yang perlu menjadi perhatian adalah Penyitaan sangatlah tidak mungkin dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, kecukupan syarat-syarat belumlah cukup/memenuhi syarat dan belum sempurna apabila tidak dibarengi dengan adanya alasan-alasan penyitaan. Seperti yang telah dibahas pada sub-bab di atas, bahwa penyitaan baru dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak setelah 2x24 jam sejak diterimanya Surat Paksa dan diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan oleh Pejabat. Alasan yang mendasar dilakukannya penyitaan terhadap barang Penanggung Pajak adalah “demi mengamanan hak-hak negara”. Dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1998 : Tujuan penyitaan itu sendiri adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak (Lauddin Marsuni: 2006). Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Menurut Pasal 3 Ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1998 Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya (Lauddin Marsuni: 2006). Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, hal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa terhadap semua jenis barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, tidak boleh disita lagi oleh Jurusita Pajak. Adapun yang dimaksud dengan instansi lain yang berwenang adalah instansi lain yang juga berwenang melakukan penyitaan, misalnya, Panitia Urusan Piutang Negara. Terhadap barang yang telah disita tersebut, Jurusita Pajak hanya menyampaikan Surat Paksa sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP Jo. Pasal 21 (1) UU KUP Jo. Pasal 1134 KUH Perdata Jo. Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, utang pajak merupakan suatu hak istimewa yang dimiliki oleh Negara, sehingga Negara berkedudukan sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual, dengan demikian kedudukan utang pajak berada di atas utang kreditur separatis dan kreditur konkuren. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak (Pasal 21 ayat (1) UU KUP).
Prosedur dalam Pelaksanaan Penyitaan  menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, adalah sebagai berikut: Poin pertama, Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat. Poin kedua, Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. Ketiga, Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, atau Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Keempat, Terhadap Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isteri yang berdasarkan perjanjian pemisahan hartta dan penghasilan. Kelima, Terhadap Penanggung Pajak Badan, penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain. Keenam, Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak. Ketujuh, urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.
Dalam penjelasan ayat ini, menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang yang menjadi Kepemilikan Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak.

“Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut” (Pasal 21 ayat (3a) UU KUP). Dalam Pasal 1134 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.

Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, dijelaskan bahwa atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Wajib Pajak yang Kendaraan Bermotornya Disita Akibat Penunggakan Pajak

Upaya hukum diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Namun, upaya hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas apabila pihak Jurusita Pajak melakukan penyitaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan pidana dan orang yang melakukan perbuatan pidana itu memiliki hubungan yang sangat erat. Karena tidak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Namun, dalam penerapan hukumnya penyidik sering sekali melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Hal yang dapat dilakukan masyarakat apabila penyitaan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas sebagai Jurusita tidak sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana atau tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), masyarakat dapat mengajukan pelaporan kepada bagian Pendapatan Daerah, Masyarakat yang merasa bahwa pemeriksaan dan penilangan tidak sesuai dengan KUHAP atau SOP, masyarakat dapat melaporkan kejadian ini kepada bagian Pendapatan Daerah. Contohnya ada ketidak sesuaian data kendaraan dengan yang faktanya atau Surat Paksa, hal ini masyarakat bisa langsung datang ke kantor Pendapatan Daerah khususnya di bagian Penagihan Pajak untuk melaporkan. 
Hal yang dapat diperhatikan jika barang atau alat disita oleh Penyidik adalah antara lain, Benda sitaan tersebut tidak boleh digunakan oleh siapapun juga, Benda sitaan disimpan dirumah penyimpanan benda sitaan negara (RUSBASAN), kecuali benda yang berifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan yang akan dirampas untuk digunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan, Benda sitaan tersebut tidak boleh dijual, kecuali benda yang cepet rusak atau membahayakan hingga tidak mungkin disimpan sampai ada putusan pengadilan atau benda yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi. Khusus untuk benda seperti ini maka diperbolehkan dilakukan pelelangan, uangnya akan dijadikan barang bukti dan sebisanya disisakan sebagian kecil dari benda itu, penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap surat/tulisan.

Berdasarkan penjelasan diatas masyarakat yang memiliki hak apabila barang atau alatnya disita oleh Jurusita Pajak adalah sebagai berikut, Meminta ditunjukan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan penyitaan, Meminta ditunjukan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan penyitaan, Berhak mendapat Surat Tanda Penerimaan Penyitaan, Berhak untuk menandatangani berita acara penyitaan hal itu dicatat dengan menyebutkan alasannya, Berhak untuk mendapat fotocopy/salinan dari berita acara penyitaan tersebut, Berhak meminta pertanggung jawaban petugas yang berwenang bila terjadi sesuatu hal pada barang sitaan, Berhak mendapatkan kembali barang sitaan bila perkara sudah diputus kecuali jika dalam putusan hakim benda itu dinyatakan akan dikembalikan kepada orang lain, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau masih akan diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
Hal yang dapat dilakukan masyarakat apabila penyitaan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas sebagai Jurusita tidak sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana atau tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), masyarakat dapat mengajukan sebagai berikut (Safri:2010):

a. Melaporkan kepada bagian Pendapatan Daerah

Masyarakat yang merasa bahwa pemeriksaan dan penilangan tidak sesuai dengan KUHAP atau SOP, masyarakat dapat melaporkan kejadian ini kepada bagian Pendapatan Daerah. Contohnya ada ketidak sesuaian data kendaraan dengan yang faktanya atau Surat Paksa, hal ini masyarakat bisa langsung datang ke kantor Pendapatan Daerah khususnya di bagian Penagihan Pajak untuk melaporkan. Namun apabila pelaksanaan penyitaan yang dilakukan aparat kepolisian ini sangat patal maka upaya hukum yang dapat dilakukankan yaitu Praperadilan.
b. Ganti Kerugian

Namun apabila pelaksanaan penyitaan yang dilakukan aparat kepolisian ini sangat patal maka upaya hukum yang dapat dilakukankan yaitu Praperadilan. Selanjutnya melakukan Ganti Kerugian, Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat selain melaporkannya kepada Pendapatan Daerah bagian Penagihan Pajak, masyarakat juga dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan aparat penegak hukum. Ganti kerugian akibat perbuatan aparat penegak hukum yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut:

“Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”
Penjelasan resmi dari Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan. Penjelasan resmi tersebut menjelaskan pengertian karena dikenakan tindakan lain dan perluasan pengertian penahanan.

PENUTUP
KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang telah diruaikan diatas mengenai penyitaan kendaraan bermotor akibat adanya penungakan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, maka penulis dalam hal ini dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut yaitu Prosedur dalam sistem pemungutan pajak ada 3 sistem yang dilakukan. Untuk menagih pajak terutang, wajib dilakukan dan ini merupakan wewenang pemerintah. Ini dikenal dengan nama Official Assessment System. Pajak yang terutang berhak dilakukan penagihan-penagihan, salah satu penagihan yang dapat dilakukan adalah Penagihan dengan Surat Paksa. Dilakukan apabila Penanggung Pajak setelah dikenakan Surat Teguran, dalam jangka waktu 21 hari sejak tanggal penerbitan Surat Teguran, Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya. Penanggung Pajak yang telah dikenakan Surat Paksa, jika sampai dengan batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan Penyitaan terhadap barang milik enanggung Pajak tersebut dengan diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Selanjutnya, dalam hal Upaya hukum yang dapat dilakukan Jika Penyitaan Kendaraan Bermotor atas dasar Penunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Tidak Sesuai dengan Hukum Acara Pidana yaitu masyarakat dapat melaporkan kepada kepolisian khususnya dibagian tilang. Namun, apabila penyitaan yang dilakukan aparat kepolisian ini sangat patal maka upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengajukan praperadilan atas penyitaan.

SARAN

Dalam kesempatan ini, Penulis juga dapat memberikan saran yaitu Seharusnya dalam prosedur penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas haruslah mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada agar masyarakat dapat disiplinan dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Karena, apabila ini sudah ada di dalam diri setiap orang pasti tingkat kesadaran itu akan muncul dan tidak akan melakukan Penunggakan terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Dan selanjutnya, Seharusnya dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas aparat yang bertugas sebagai Petugas Jurusita Pajak sudah tidak lagi melakukan kekeliruaan atau kesalahan yang dapat merugikan masyarakat. Karena di dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur bagaimana pelaksanaan pemeriksaan barang bukti yang benar.
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